PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota diberikan
kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota yang mendapatkan
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 3) hanya
mengatur bantuan keuangan kepada partai politik peserta
Pemilihan Umum Tahun 2004 karena itu perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
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Menetapkan :

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4836);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 146);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengabh;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR
3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Purbalingga
Kabupaten Purbalingga pada tanggal 26 Agustus 2010
Nomor 10 Tanggal 28 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH BUPATI PURBALINGGA,
KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd cap. ttd
SUBENO

HERU SUDJATMOKO
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

I PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjamin warga masyarakat
mempunyai kesempatan yang sama dalam memutuskan kebijakan Daerah,
sesuai dengan sistem demokrasi Negara Republik Indonesia yang menganut
sistem perwakilan dengan pelaksanaannya melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat sebagai aset Negara dan Daerah, maka dalam rangka
mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya
dan di Daerah pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu
memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh
suara sah dan mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun
2009, dengan kepengurusan di tingkat Kabupaten Purbalingga.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk
membantu partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dan untuk lebih meningkatkan peran partai politik dalam
melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa
Indonesia serta menjujung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan kepada partai politik
di Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota tidak
perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal dimaksud
maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2006 Nomor 3) hanya mengatur bantuan keuangan kepada partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 karena itu perlu dicabut.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
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